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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan suatu ekosistem yang paling besar peranannya dalam 

kehidupan manusia, antara lain adalah sebagai tempat pemeliharaan tingkat 

kesuburan tanah melalui proses perputaran unsur hara dalam ekosistem hutan, 

kualitas air dan pengendalian laju erosi tanah serta pengendalian debit air sungai, 

hutan juga merupakan tempat kehidupan hayati. Oleh karena itu hutan harus 

dilindungi baik oleh manusia pribadi maupun oleh pemerintah. Namun di dalam 

kenyataannya di Provinsi Sumatera Selatan hutan mengalami degradasi sehingga 

hutan tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal dalam ekosistemnya dan terhadap

kehidupan masyarakat umum. Tingginya laju degradasi hutan dan lahan di Indonesia

dewasa ini telah menjadi issue nasional maupun internasional. Hutan dapat rusak oleh

perbuatan manusia seperti penggundulan hutan, karena ladang berpindah, illegal

logging dan karena kebakaran. Kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran

berdampak besar terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran udara berupa 

kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, arus transportasi dan aktifitas ekonomi

serta menurunnya produktifitas lahan yang terbakar.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai luas kawasan hutan sekitar

3.774.457 hektar atau 37,35% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Dari luasan hutan

tersebut sekitar 30% berupa areal rawa gambut pasang surut yang memiliki
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biodiversitas tinggi, namun kawasan ini rentan terhadap kebakaran sehingga perlu 

perhatian khusus dalam aspek pengelolaannya1.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena global, 

kebakaran hutan dapat terjadi di wilayah tropis yang lembab. Berbagai faktor menjadi 

penyebab terjadinya kebakaran di wilayah tropis. Secara tidak langsung, perubahan 

penutupan vegetasi alami yang sebagian besar ditutupi hutan menjadi hutan sekunder 

atau bahkan semak belukar dan alang-alang menyebabkan kondisi vegetasi yang 

cenderung lebih kering dan rentan terhadap api, ditambah lagi dengan adanya siklus 

kekeringan yang disebabkan adanya gejala El-Nino yang datang setiap 2-15 tahun 

sekali. Secara langsung, faktor manusia berperan besar dimana penggunaan api 

sebagai alat di dalam pembersihan lahan, berburu, membuka akses ataupun untuk

sehingga

tujuan spekulasi tanah dan konflik lahan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut

memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di wilayah

Sumatera dan Kalimantan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan

dan lahan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga telah menyebabkan kerugian hingga 

di tingkat regional dan internasional. Tekanan dari negara-negara tetangga seringkah 

memojokkan pemerintah pusat dan berdampak buruk terhadap hubungan regional. 

Secara ekonomi, kerugian mencapai jutaan dolar dialami oleh Indonesia akibat 

kebakaran dan kabut asap. Penurunan kualitas lingkungan akibat terbakarnya vegetasi

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2007, Laporan Tahunan.
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alam berdampak terhadap ekosistem serta habitat kehidupan liar. Belum lagi emisi 

karbon akibat pembakaran gambut yang berdampak terhadap pemanasan global .

Menurut Setijono (2006), bahwa salah satu akar permasalahan penyebab 

kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sangat terkait dengan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat seperti rendahnya tingkat pendidikan, taraf hidup serta 

kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat yang rendah. Sedangkan Joedarsono 

(2007) mengemukakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi karena 

unsur kesengajaan dan kurang tuntasnya penyelesaian dalam penanganan masalah 

sosial yang muncul, sehingga menimbulkan oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi

manusia. Sebagai contoh antara lain: kecemburuan sosial, tidak mendapat kesempatan

bekerja di lingkungan perusahaan, untuk menguasai kawasan hutan (untuk ditanami 

karet, kelapa sawit). Di sebagian wilayah Privinsi Sumatera Selatan pada musim 

kemarau masyarakat mencari tambahan pendapatan untuk mencukupi kehidupannya 

dengan ”bekarang”3 yaitu mencari ikan dengan membakar rawa/lebak yang 

mengering atau menanam padi secara ”sonor” dengan membakar rawa/lebak yang 

airnya surut akibat kemarau panjang, ini semuanya berpotensi menyebabkan 

kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali.

2 Solichin.2007, Sistem Informasi Kebakaran, South Sumatra Forest Fire Management 
Project, Palembang.

3 Bekarang adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Selatan untuk menyebut 
mencari ikan pada bagian rawa-rawa yang masih digenangi air pada waktu musim kemarau.
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Upaya pencegahan dan pemberantasan pembakaran hutan dan lahan di 

Indonesia, dalam politik hukum pidana Indonesia telah dikeluarkannya beberapa 

produk peraturan yang khusus mengatur atau melindungi fungsi hutan antara lain 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah 

NO. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah No. 

45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Dalam amanatnya pada pembukaan lokakarya "Menggalang Para Pihak 

Dalam Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Bencana Asap 

Tahun 2007” Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan kembali 7 (tujuh) Instruksi

Presiden kepada pimpinan daerah, Gubernur, Bupati Walikota mengenai Pencegahan

timbulnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

dengan sebaik-baiknya.

2. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat luas agar tidak

lalai dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.

3. Menekankan kepada para pimpinan perusahaan untuk melakukan kegiatan- 

kegiatan yang benar, bertanggungjawab dan tidak menimbulkan kebakaran

hutan.

Melakukan antisipasi dan langkah-langkah cepat manakala terjadi kasus-kasus 

kebakaran baik karena kesalahan manusia ataupun karena proses alam, 

sehingga kebakaran tidak melebar dan meluas ke daerah yang lain.

4.
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5. Memanfaatkan sarana yang ada dan teknologi tepat guna disamping peralatan 

dan tenaga (SDM) yang telah kita miliki, untuk digunakan dalam 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

6. Melibatkan semua pihak terkait untuk menangani lahan seperti: TNI POLRI, 

Pramuka , Lembaga-lembaga kepemudaan, termasuk Lembaga-lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) terutama yang peduli dengan lingkungan.

7. Melakukan kerja sama sebaik-baiknya, dengan para pihak di Indonesia dan 

dengan pihak-pihak lain termasuk negara sahabat.

Sesuai dengan uraian di atas penulis mencoba menyoroti bagaimana proses 

penegakan hukum pidana terhadap oknum pelaku pembakaran hutan dan lahan di

Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat terhadap perbuatan pengrusakan hutan di

Indonesia terdapat berbagai aturan yang mengaturnya sebagaimana telah diuraikan

tersebut di atas.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera salatan?

2. Ketentuan perundang-undangan apa saja yang mengatur sanksi pidana 

bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera

Selatan?
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C. TUJUAN PENELITIAN

1. untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran

hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

2. untuk mengetahui per undang-undangan apa saja yang dapat 

menunjang sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di

Provinsi Sumatera Selatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teorotis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap civitas

akademika serta bagi hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

dan praktisi dalam memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada proses 

penyelidikan dan Undang-Undang yang mengancam sanksi pidana terhadap pelaku 

pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian dan Pendekatan Masalah
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Penelitian untuk memecahkan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji 

peraturan perundangan yang relevan dan penelitian lapangan.

2. Bahan dan Data Yang Digunakan

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang

terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah dalam

skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer berupa, karya ilmiah, hasil penelitian, makalah dan lain-lain.

c. Bahan Hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukun primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas Kamus

Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal.

Data sekunder diperoleh dengan melalui study kepustakaan sedangkan 

informasi sebagai bahan penunjang diperoleh melalui wawancara pada instansi Dinas 

Kehutanan Privinsi Sumatera Selatan.

Data primer akan dicari pada informan yang ditentukan secara purposive 

yaitu antara lain polisi yang pernah mengusut tindak pidana pembakaran hutan dan
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lahan dan anggota masyarakat yang mengetahui atau mengalami persoalan akibat dari

pembakaran hutan dan lahan.

3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

deskriptif kualitatif maksudnya adalah data yang telah berhasil dikumpulkan dalam

penelitian, dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret

kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah

melalui penelitian dengan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang

ada.
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